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Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan menganalisa dan mendeskripsikan Evaluasi
pelaksanaan Program Keluarga Harapan di
Kecamatan Ranowulu Kota Bitung. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Evaluasi Proses Program
Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ranowulu
Kota Bitung ini belum sepenuhnya efektif dan efisien.
Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang
ditemukan bahwa : (1) Evaluasi Pelaksanaan
Program Keluarga Harapan di Kecamatan
Ranowulu belum efektif karena tujuan PKH belum
sepenuhnya tercapai dan tepat sasaran, serta
pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya efektif;
(2) Belum efisien karena bantuan yang diterima
masih dirasa kurang serta tenaga pendamping yang
sudah lebih dari cukup malahan memberikan
pelayanan yang kurang maksimal. Dari penelitian ini
disarankan agar dapat dilakukan pemutakhiran data
secara rutin untuk memastikan bantuan PKH tepat
sasaran, perlu penambahan jumlah pendamping di
Kecamatan Ranowulu dan adakan pelatihan
berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas mereka
dalam memberikan pelayanan dan pendampingan,
serta adakan program sosialisasi secara berkala
yang menjelaskan hak dan kewajiban penerima
PKH, manfaat program, serta pentingnya pendidikan
dan kesehatan.
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PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan permasalahan yang akan selalu relevan untuk dikaji karena

berhubungan dengan kesejahteraan hidup banyak manusia. Pemerintah sendiri masih memiliki
kesulitan untuk menekan angka kemiskinan, tetapi angka kemiskinan sudah mengalami
penurunan sejak tahun 2023 walaupun tidak signifikan. Dilansir melalui BPS pusat, 26,36%
masyarakat Indonesia hidup dalam garis kemiskinan. Dimana angka ini naik dari Tahun 2021
yang sebelumnya berada di angka 26,5%. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam
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menekan angka kemiskinan yaitu dicetuskannya Program Keluarga Harapan yang digagas oleh
Kementrian Sosial (KEMENSOS). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan atau yang biasa
disebut dengan (PKH) diatur dalam PERMENSOS No. 1 Tahun 2018 mengenai (Aizawa, 2020;
Ferraro & Simorangkir, 2020; Muliana et al., 2021)

Program Keluarga Harapan yang memiliki tujuan yaitu menaikkan taraf hidup Keluarga
Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dan
mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapat keluarga miskin dan rentanProgram
Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah salah satu program pemerintah dalam
hal pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga
Penerima Manfaat PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu program bantuan berupa uang
tunai yang diberikan kepada masyarakat tergolong sangat miskin (RTSM) atau yang terdaftar
dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang
telah ditetapkan (Izzah et al., 2020; Rizal & van Doorslaer, 2019).

Program pemberian bantuan sosial bersyarat ini sudah diberlakukan pemerintah
Indonesia sejak tahun 2007 ke seluruh wilayah Indonesia, sebagai salah upaya untuk
penanggulangan kemiskinan yang ada. Program Keluarga Harapan (PKH) ini sendiri dikenal juga
di dunia internasional sebagai Conditional Cash Transfer (CCT) yang bertujuan untuk
menanggulangi kemiskinan, terutama masalah kemiskinan yang kronis. Misi besar PKH ini
sendiri adalah untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa
Program Keluarga Harapan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga yang kurang
mampu yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH melalui akses
pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial (Cahyadi et al., 2020; Neves et al.,
2022).

Program Keluarga Harapan ini sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor
1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan
Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, “Program Keluarga
Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat
kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program
penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan
ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Tujuan dari Program Keluarga Harapan ini sebagai berikut : (a) untuk meningkatkan taraf
hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan
kesejahteraan sosial; (b) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga
miskin dan rentan; (c) menciptakan perubahan dan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima
Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; (d)
mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan (e) mengenalkan manfaat produk dan jasa
keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH (Bahasoan et al., 2024; Erlando et al.,
2020).

Program Keluarga Harapan (PKH) mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk
kelancaran pelaksanaannya di tingkat kabupaten dan kota. PKH bertujuan memutus rantai
kemiskinan pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan memberikan manfaat yang lebih
luas, termasuk perubahan pola hidup di bidang pendidikan dan kesehatan di masyarakat penerima.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH memperoleh bantuan maksimal selama enam tahun
berupa dana tunai dan bantuan tambahan. Namun, mereka diwajibkan memenuhi ketentuan di
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bidang kesehatan dan pendidikan; jika tidak dipatuhi, sanksi pengurangan bantuan akan
diterapkan sesuai pedoman PKH (Falcão et al., 2022; García et al., 2019; Yeboah et al., 2019).

Keberhasilan PKH juga dipengaruhi oleh kinerja pendamping yang bertugas
mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan kontrak kerja dan ditetapkan
melalui Surat Keputusan dari Kementerian Sosial RI. KPM PKH wajib hadir di fasilitas
kesehatan dan pendidikan terdekat; kewajiban kesehatan mencakup pemeriksaan kandungan,
asupan gizi, imunisasi, serta pemantauan tumbuh kembang anak, sementara kewajiban
pendidikan meliputi pendaftaran dan kehadiran anak di sekolah dasar dan menengah. Komponen
kesejahteraan sosial mencakup dukungan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia di atas 70
tahun (Dartanto et al., 2021; Lestari & Aji, 2021).

Sejak diluncurkan pada tahun 2007, jumlah KPM PKH meningkat secara bertahap. Dalam
Pedoman PKH yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial, PKH telah dilaksanakan secara
berkelanjutan yang dimulai pada tahun 2007 di 7 provinsi. Sampai dengan tahun 2020, PKH
sudah dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 514 Kabupaten/Kota dan 6.709 Kecamatan.
Adapun jumlah penerima PKH tahun 2020 sebanyak 10.000.000 KPM dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 36,9 Triliun (Budiartiningsih et al., 2022; Suryahadi et al., 2021)

Salah satu Kabupaten / Kota yang melaksanakan program ini ialah Kota Bitung yang
merupakan daerah Kotamadya di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung yang tertuang dalam Peraturan
Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2020. Dalam tiga tahun terakhir ini, jumlah penduduk
miskin di Kota Bitung mengalami peningkatan, terhitung sejak tahun 2021.

Tabel.1Jumlah penduduk miskin Kota Bitung Tahun 2021-2023
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)

2021 2022 2023
14,33 14,00 15,00

Sumber : Bitung Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan Pedoman PKH Tahun 2021, yang masuk sebagai calon Keluarga Penerima
Manfaat PKH atau dapat disingkat KPM itu, bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) yang kemudian ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementrian Sosial RI
sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Kecamatan Ranowulu merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Bitung. Secara
administrative, kecamatan Ranowulu terdiri atas 11 kelurahan dengan jumlah penduduk yaitu
21.181 jiwa. Terdiri atas laki-laki sebanyak 10.837 jiwa dan perempuan sebanyak 10.344 jiwa
Berikut ini merupakan data penerima PKH di Kecamatan Ranowulu tahun 2021-2023.

Tabel 2. Jumlah Penerima PKH di Kecamatan Ranowulu Tahun 2021-2023

No Kelurahan Jumlah KPM PKH

2021 2022 2023

1 Apela Satu 21 24 23

2 Apela Dua 14 14 14

3 Batu Putih Bawah 84 70 63
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4 Batu Putih Atas 106 101 99

5 Danowudu 74 88 79

6 Dua Sudara 19 25 26

7 Karondoran 28 38 35

8 Kumeresot 45 56 51

9 Pinokalan 60 75 69

10 Pinasungkulan 12 23 22

11 Tewaan 15 18 17

Jumlah 468 532 488

Sumber : Koordinator PKH Kota Bitung

Adapun permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan PKH di Kecamatan Ranowulu
berkaitan dengan pendamping PKH di Kecamatan Ranowulu. Dari 11 kelurahan yang ada di
kecamatan Ranowulu, ada 4 pendamping di kecamatan. Dimana idealnya 1 pendamping
memegang 250-300 KPM. Tidak adanya evaluasi penerima PKH sehingga menyebabkan
beberapa KPM menjadi ketergantungan dengan bantuan PKH. Terlihat pada tabel penerima PKH
diatas bahkan terjadi peningkatan jumlah dari tahun 2021 sebanyak 468 penerima, tahun 2022
sebanyak 532 penerima dan tahun 2023 sebanyak 488 penerima.

Program ini ternyata tidak mendapat dukungan dari pihak kecamatan, hal ini dilihat dari
kurangnya sosialisasi terkait program ini kepada non penerima bantuan PKH sehingga informasi
terkait PKH hanya berhenti di pendamping kelurahan dan kelompok KPM. Masih terdapat
msayarakat yang tergolong layak menerima bantuan PKH justru tidak tahu akan adanya program
ini. Kecamatan tidak memiliki data akurat yang diperbaharui setiap tahun terkait jumlah
balita,anak sekolah, Ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas.

Begitupun dalam pelaksanaannya untuk pendistribusian bantuan PKH ini tidak berjalan
sebagaimana semestinya. Sebagaimana yang diketahui bahwa untuk waktu penerimaan bantuan
PKH ini dilakukan dalam 4 (empat) tahap dalam setahun namun dalam pelaksanaannya tidak
demikian, terjadi keterlambatan pencairan bantuan PKH bahkan ada KPM PKH yang sudah tidak
menerima bantuan PKH ini selama setahun belakangan. Begitupun dengan penerimaan jumlah
bantuan PKH kepada KPM PKH sebenarnya harus berdasarkan kategori KPM itu sendiri. Terjadi
terdapat masalah penyaluran yang sudah disalurkan di rekening tapi tidak dilakukan transaksi
karena ketidaktahuan informasi atau karena kesulitan mengakses bank, serta kendala Kesehatan
penerima manfaat sehingga tidak dapat melakukan penerimaan baik itu di Bank maupun Kantor
Pos atau tempat lain yang ditunjuk sebagai penyalur dana PKH. Selain itu juga masih didapati
masalah keterbatasan system pendukung yang tidak dapat mendeteksi sebagian komponen balita.

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap
Program Keluarga Harapan (PKH) dengan merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1
Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul
“Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di
Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung.

METODE PENELITIAN
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman
objek dalam kondisi alamiah tanpa pengaruh eksperimen atau kontrol eksternal. Metode ini
memungkinkan peneliti untuk menyelami fenomena secara langsung di lapangan dan
menginterpretasikan data yang diperoleh berdasarkan konteks yang ada. Dengan demikian,
penelitian ini bersifat deskriptif, menggambarkan realitas sesuai dengan situasi yang dialami dan
diamati (Aspers & Corte, 2019; Nassaji, 2020).

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan beberapa
sumber dan metode untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan akurat. Pendekatan
ini membantu peneliti dalam memvalidasi data, memastikan keandalan informasi, dan
memberikan gambaran yang komprehensif mengenai objek penelitian. Teknik ini juga
meningkatkan kekuatan analisis, yang dilakukan secara induktif untuk menemukan pola atau
tema yang muncul dari data di lapangan (Mustafa, 2021; Nurman et al., 2022).

Penelitian ini berfokus pada pemahaman makna dari fenomena yang diamati, bukan untuk
menghasilkan generalisasi atau kesimpulan universal. Dengan cara ini, penelitian kualitatif
memberikan wawasan yang mendalam dan bermakna tentang situasi tertentu, tanpa menganggap
bahwa temuan ini berlaku untuk konteks lain. Fokus pada makna ini memungkinkan penelitian
untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman dan perspektif partisipan
dalam penelitian (Bartley & Brooks, 2023; Jormfeldt, 2019; Moller et al., 2021).

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang evaluasi pelaksanaan
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Pendekatan kualitatif
ini bertujuan untuk memahami bagaimana program tersebut dijalankan serta dampaknya terhadap
masyarakat di wilayah tersebut, memberikan gambaran yang realistis dan kaya akan konteks
sosial yang ada di Kecamatan Ranowulu (Pessoa et al., 2019; Younas et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami dan menggambarkan

kebijakan publik, yang mencakup tindakan atau keputusan pemerintah untuk menangani masalah
publik. Kebijakan publik, baik berupa tindakan maupun keputusan untuk tidak bertindak,
mencerminkan pilihan strategis pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat. Hal ini
menekankan pentingnya tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan niat, dalam mempengaruhi
kesejahteraan publik.

Dalam konteks kebijakan untuk menangani kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah
mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bagian dari upaya mengurangi
kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat. Program ini dirancang untuk meningkatkan taraf
hidup keluarga miskin dan rentan dengan memberikan akses pada layanan pendidikan, kesehatan,
dan kesejahteraan sosial. PKH bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi
pengeluaran keluarga miskin, serta mendorong kemandirian dalam mengakses berbagai layanan
dasar yang dibutuhkan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan PKH menjadi langkah penting untuk memahami
apakah program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan awalnya dan memberikan
dampak yang signifikan. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan
program mencapai hasil yang diharapkan, serta untuk memahami efektivitas, efisiensi, dan
relevansi program dalam mengatasi masalah yang dihadapi kelompok sasaran. Dengan demikian,
evaluasi dapat membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan peluang perbaikan
dalam implementasi PKH (Hadi & Udin, 2021; Sari, 2019; Tohari et al., 2019).

Aspek efektivitas dalam evaluasi PKH mencakup penilaian atas keberhasilan program
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dalam memberikan bantuan secara tepat sasaran kepada keluarga penerima manfaat (KPM) serta
dalam mendukung keluarga miskin agar lebih produktif. Di sisi lain, efisiensi program dievaluasi
melalui penggunaan sumber daya, seperti tenaga, waktu, dan biaya, yang digunakan dalam
pelaksanaan bantuan. Dalam PKH, efisiensi juga mencakup keteraturan proses pencairan dana,
frekuensi pertemuan pendampingan, dan kemudahan penerima manfaat dalam mengakses
layanan yang disediakan (Budiartiningsih et al., 2022; Dartanto et al., 2021; Lestari & Aji, 2021).

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Ranowulu, Kota
Bitung, belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa kendala masih muncul dalam proses
pelaksanaan, seperti distribusi bantuan yang belum sepenuhnya efisien serta tantangan dalam
pendampingan kelompok yang kadang tidak berjalan sesuai rencana. Kendala-kendala ini perlu
diperhatikan untuk memastikan bahwa bantuan dapat diterima secara tepat waktu dan efektif oleh
seluruh keluarga yang membutuhkan.

Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan seperti ini penting untuk menilai kinerja program
pemerintah secara berkelanjutan dan memastikan agar kebijakan yang diimplementasikan benar-
benar berdampak positif bagi masyarakat. Evaluasi juga berfungsi sebagai dasar bagi perbaikan
dan peningkatan kualitas program ke depan, dengan tujuan mengurangi kesenjangan antara
harapan dan pencapaian kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan social

Efektivitas dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) berfokus pada sejauh mana
program ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu rumah tangga miskin dengan
tepat sasaran dan memberikan layanan yang produktif. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun
bantuan PKH telah memberikan manfaat bagi keluarga penerima, tujuan utama program ini
belum sepenuhnya tercapai. Masih terdapat keluarga miskin di Kecamatan Ranowulu yang belum
dapat merasakan perbaikan signifikan dalam kesejahteraan mereka, bahkan setelah menerima
bantuan.

Salah satu masalah yang dihadapi adalah penggunaan bantuan PKH yang, meski
bermanfaat untuk kebutuhan penting, belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan sehari-
hari para penerima manfaat. Bantuan ini tidak serta-merta meningkatkan taraf hidup para
penerima secara keseluruhan. Selain itu, muncul keluhan dari masyarakat mengenai penerima
bantuan yang dianggap mampu secara ekonomi, sementara beberapa warga yang benar-benar
membutuhkan belum menerima bantuan meskipun telah diajukan dari tingkat kelurahan selama
bertahun-tahun.

Pelayanan pendampingan juga menjadi tantangan dalam pencapaian efektivitas program.
Walaupun pendampingan terjadwal secara rutin, kenyataannya pelaksanaan pendampingan ini
sering kali tidak berjalan sesuai jadwal. Pendamping PKH diharapkan memberikan layanan yang
konsisten, namun ketidakteraturan dalam pendampingan ini mengurangi kontribusi program
terhadap peningkatan kesejahteraan KPM secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas
PKH masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal ketercapaian tujuan program dan keakuratan
sasaran penerima manfaat.

Sementara itu, efisiensi dalam PKH dilihat dari penggunaan sumber daya, seperti tenaga,
waktu, dan biaya, yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan program. Penelitian menunjukkan
bahwa meskipun bantuan telah disalurkan, jumlah bantuan yang diterima dianggap masih kurang
mencukupi untuk kebutuhan dasar penerima manfaat. Frekuensi pertemuan pendampingan hanya
dilakukan sebulan sekali, dan layanan pendampingan seringkali tidak optimal dalam memberikan
dukungan yang seharusnya diterima oleh KPM.

Tenaga pendamping dalam PKH sebetulnya sudah memadai jika dilihat dari kriteria yang
ditentukan, namun kualitas pelayanan yang diberikan belum memenuhi harapan. Pendamping
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kadang-kadang tidak melakukan pendampingan secara rutin atau memberikan informasi yang
diperlukan secara konsisten. Hal ini berdampak pada kurangnya pemahaman dan bantuan yang
diterima oleh para KPM, sehingga efisiensi program dalam memenuhi tujuan dan kebutuhan para
penerima bantuan masih kurang memadai.

Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi PKH di Kecamatan Ranowulu masih perlu
ditingkatkan. Agar program ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi kesejahteraan
KPM, diperlukan perbaikan dalam ketepatan sasaran penerima, penambahan jumlah bantuan,
serta peningkatan kualitas dan konsistensi pelayanan pendampingan. Dengan mengatasi kendala
ini, PKH diharapkan dapat berfungsi lebih baik sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan
memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang benar-benar membutuhkan

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap

proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, menunjukkan bahwa program ini belum
sepenuhnya efektif dan efisien. Temuan penelitian mengungkapkan beberapa kendala yang
menghambat pencapaian tujuan PKH, baik dari segi ketepatan sasaran maupun kualitas layanan
yang diberikan.

Pertama, dari segi efektivitas, pelaksanaan PKH di Kecamatan Ranowulu belum
sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Program ini belum berhasil memberikan dampak
yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan, karena masih ada keluarga yang seharusnya
mendapatkan bantuan namun belum menjadi penerima manfaat. Selain itu, terdapat beberapa
penerima PKH yang dianggap tidak memenuhi kriteria kemiskinan sehingga menimbulkan
ketidakpuasan di masyarakat mengenai ketepatan sasaran program.

Selain itu, layanan pendampingan yang diberikan dalam program ini juga belum
maksimal. Meskipun jadwal pendampingan telah ditentukan secara rutin, kenyataannya beberapa
pendamping tidak menjalankan tugasnya secara konsisten, sehingga kualitas pelayanan menjadi
kurang efektif. Ketidakteraturan dalam pendampingan ini mengurangi kontribusi PKH dalam
membantu penerima manfaat secara berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas mereka dalam
mengelola bantuan yang diterima.

Dari segi efisiensi, program ini juga menghadapi tantangan. Bantuan yang diberikan
kepada penerima manfaat sering kali dianggap belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan
dasar mereka, yang membuat tujuan program dalam meningkatkan taraf hidup keluarga miskin
belum tercapai secara optimal. Efisiensi juga terganggu oleh kualitas pendampingan yang
diberikan, karena meskipun jumlah pendamping sudah mencukupi, kualitas pelayanan yang
diberikan tidak maksimal.

Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas dan
efisiensi dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Ranowulu. Untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara lebih baik, diperlukan perbaikan dalam ketepatan sasaran penerima manfaat,
penambahan jumlah bantuan sesuai kebutuhan, serta peningkatan kualitas pendampingan yang
konsisten dan berkelanjutan.
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